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R a n d i  K u r n i a w a n ,  S y a h r i l

Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di
kawasan Asia Timur dan Pasifik. Studi ini bertujuan mengidentifikasi faktor penentu
terjadinya perkawinan perempuan usia anak di Indonesia dengan menggunakan data
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2017. Dengan regresi probit, hasil
perhitungan Average Marginal Effects (AME) menunjukkan bahwa anak perempuan
dari rumah tangga miskin (40% terbawah) berpeluang lebih tinggi menikah di usia
sebelum 18 tahun dibanding anak perempuan dari rumah tangga non-miskin (20%
teratas). Sementara itu, semakin tingginya tingkat pendidikan dan adanya akses
internet pada kepala rumah tangga akan menurunkan peluang terjadinya perkawinan
anak. Faktor geografi juga dapat menjelaskan perbedaan variasi perkawinan anak,
dimana anak perempuan yang tinggal di Sulawesi dan Kalimantan berpeluang lebih
tinggi mengalami perkawinan usia anak. Lebih lanjut, anak yang tinggal di perdesaan
berpeluang lebih tinggi menikah di usia anak. Studi ini merekomendasikan perlunya
pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya melakukan intervensi secara efektif
terhadap faktor penentu terjadi perkawinan usia anak.
 
Kata Kunci: Perkawinan Anak, Probit, Susenas

Indonesia is one of the country with the highest level of child marriage in East Asia and
Pasific region. This study aims to identify the determinant of child marriage for women
in Indonesia using survey data from the National Social Economic Survey (Susenas)
2017. Using probit regression, the Average Marginal Effects (AME) shows that girls from
the poorest household (lowest 40%) have a higher chance of getting married before the
age of 18 compared to girls from non-poor households (top 20%). Meanwhile, the
higher level of education and the presence of internet access by the head of the
household will reduce the chances of child marriage. Geographical factors can also
explain the differences in child marriage, where girls living in Sulawesi and Kalimantan
have a higher chance of experiencing child marriage. Furthermore, children living in
rural areas have a higher chance of getting married.This study recommends the need for
government and other the stakeholder intervene effectively to the cause of child
marriage. 
 
Keyword: Child Marriage, Probit, Susenas

i

Local Governance Celebes

i Determinan Perkawinan Usia Anak di Indonesia



p e n d a h u l u a n

Perkawinan perempuan pada usia anak (sebelum umur 18 tahun)

merupakan fenomena yang umum terjadi, terutama di negara

berkembang. Berdasarkan laporan BPS and UNICEF (2016), secara global

saat ini terdapat lebih dari 700 juta perempuan yang menikah sebelum

usia 18 tahun, dan bahkan sekitar 250 juta di antaranya menikah sebelum

berusia 15 tahun.

 

Sejumlah studi menemukan bahwa perkawinan usia anak berdampak

negatif tidak hanya pada anak perempuan, tapi juga pada keturunan dan

lingkungan sosialnya (Dahl, 2010). Perempuan yang menikah di usia anak

akan mengalami status kesehatan yang lebih buruk sebagai dampak dari

melahirkan dini, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi

buruk, serta ganguan kesehatan seksual dan reproduksi. Perempuan

yang menikah di usia anak juga memperoleh pendidikan yang lebih

rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibanding perempuan

yang menunda perkawinan (BPS and UNICEF, 2016). 

 

Oleh karena itu, upaya untuk menurunkan praktik perkawinan anak

menjadi perhatian serius pemerintah dari berbagai negara. Salah satu

dari 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan

pada tahun 2015 adalah mencapai keseteraan gender dan

memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Dalam

tujuan ke-5 SDGs, terdapat salah satu target, yaitu menghapuskan segala

praktik yang membahayakan, seperti perkawinan usia anak dan/atau

paksa dan sunat pada perempuan (United Nations, 2015)

 

Di Indonesia, berdasarkan data BPS tahun 2015, satu dari empat

perempuan berumur 20 – 24 tahun memasuki perkawinan pada usia

sebelum 18 tahun. Persentase menikah di bawah umur paling banyak

terjadi pada perempuan yang berasal dari rumah tangga kategori paling

miskin (3 kali lebih tinggi dibanding kelompok kaya. Sementara itu, data

BPS juga menunjukan bahwa pada tahun 2017, sebaran angka

perkawinan anak di atas 10% terjadi di 34 provinsi di Indonesia,

sedangkan sebaran angka perkawinan anak di atas 25% berada di 23

provinsi dari 34 provinsi di Indonesia (BPS, 2017).
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Isu mengenai perlindungan anak telah diatur oleh regulasi di Indonesia.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002, jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang

belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Namun pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan

bahwa batas umur yang diizinkan menikah adalah mencapai 19 tahun

bagi laki-laki dan mencapai 16 tahun bagi perempuan. Ini berarti UU

perkawinan mengizinkan perkawinan perempuan pada usia anak, yaitu

di usia 16 dan 17 tahun. Tidak sinkronnya kedua UU ini dalam hal

perlindungan anak mendorong munculnya inisiatif untuk merevisi UU

perkawinan, terutama menyangkut batas usia minimal yang dibolehkan

menikah.

 

Perkawinan perempuan di usia anak dilatarbelakangi oleh perpaduan

faktor sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga cukup kompleks. Orang tua

juga memiliki alasan yang kuat untuk menikahkan anak perempuannya,

meskipun mereka mungkin kurang memperhitungkan dampak buruk

yang berpotensi terjadi. Perkawinan anak dipandang sebagai sarana

untuk menyerahkan perwalian anak perempuan kepada suaminya,

menjaga kehormatan keluarga, dan melindungi anak perempuan dari

serangan seksual yang tidak diinginkan dan kehamilan di luar

perkawinan (UNICEF, 2014).

 

Mengingat perlunya upaya penurunan tingkat perkawinan anak, maka

diperlukan suatu studi yang dapat menganalisis secara komprehensif

faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap perkawinan perempuan

di usia anak. Dengan demikian, pemerintah dan pemangku kepentingan

lainnya dapat melakukan intervensi secara efektif.

2
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Becker (1973) menjelaskan dua prinsip sederhana yang mendasari analisis

mengapa orang menikah. Pertama, karena perkawinan umumnya

bersifat sukarela, maka teori preferensi dapat diterapkan. Orang yang

menikah (atau orang tua mereka) diasumsikan berharap untuk

meningkatkan tingkat utilitas mereka dengan menikah dibanding tetap

melajang. Kedua, karena banyak pria dan wanita bersaing ketika mereka

mencari pasangan, mekanisme pasar dalam perkawinan dapat dianggap

berlaku, sehingga setiap orang berusaha menemukan pasangan terbaik

sesuai dengan batasan yang diberlakukan di pasar.

 

Pada kasus perkawinan dini, Jensen dkk. (2010) mengemukakan bahwa

penyebab perkawinan dini dapat dianalisis dari sisi penawaran (mengapa

rumah tangga menikahkan anak perempuan mereka di usia muda) dan

sisi permintaan (mengapa pria lebih memilih pengantin yang lebih

muda). Kedua belah pihak mungkin berperilaku 'rasional' dengan

mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, kesehatan, dan politik yang

berlaku. Di sisi penawaran, rumah tangga menikahkan anak perempuan

mereka di usia muda karena tingginya biaya membesarkan anak

(makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan). Hal ini umum terjadi

pada keluarga yang memiliki banyak anak. Kehadiran anak perempuan

dapat dipandang sebagai beban ekonomi, sehingga orang tua

cenderung memilih untuk menikahkan mereka pada usia muda. Selain

itu, terjadinya krisis ekonomi nasional, atau guncangan ekonomi rumah

tangga, seperti gagal panen atau meninggalnya pencari nafkah utama

rumah tangga, juga dapat menyebabkan keluarga menikahkan anak

perempuan mereka lebih awal. Demikian pula, pada lingkungan tempat

tinggal yang tingkat kejahatan dan/atau kekerasan tinggi, orang tua

cenderung melihat perkawinan dini sebagai cara untuk melindungi anak

perempuan mereka dari kekerasan seksual.

 

Masih menurut Jensen dkk. (2010), di sisi permintaan, pengantin

perempuan yang berusia muda cenderung lebih disukai karena sejumlah

alasan. Pertama, wanita yang lebih muda memiliki kehidupan reproduksi

yang lebih lama untuk memiliki anak.

t i n j a u a n  l i t e r a t u r
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Pada lingkungan dengan tingkat kesuburan yang diinginkan tinggi

dan/atau tingkat kematian bayi atau tingkat keguguran tinggi, maka

permintaan pada pengantin muda akan lebih tinggi. Kedua, pengantin

pria dan keluarga mereka mungkin berpandangan bahwa perempuan

yang lebih muda akan lebih mudah dikendalikan, karena kurangnya

kematangan fisik, mental dan emosional. Perempuan yang masih muda

mungkin juga lebih mampu secara fisik untuk melakukan aktivitas

rumah tangga. Ketiga, perempuan yang lebih muda juga lebih kecil

kemungkinan memiliki kontak seksual sebelumnya, sehingga terhindar

dari sanksi norma sosial dan prevalensi penyakit seksual, termasuk

HIV/AIDS, dimana syarat ini dianggap penting bagi pengantin pria dan

keluarganya.

 

Namun sejumlah studi terdahulu menemukan berbagai dampak negatif

dari perkawinan dini, terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, dan

pemberdayaan perempuan. Perempuan yang menikah di usia remaja

berhubungan dengan rendahnya level pendidikan mereka (Dahl, 2010;

Jensen dkk., 2010; Tenkorang, 2019). Studi lainnya menemukan

penundaan perkawinan pada perempuan berhubungan positif dengan

lama pendidikan di sekolah dan tingkat literasi (Field dan Ambrus, 2008).

Selain itu, perempuan yang menikah pada usia muda berkontribusi

negatif terhadap kesehatan anaknya yang diukur dengan weight for

height serta hasil pembelajaran yang diukur dengan hasil ujian

matematika dan membaca (Chari dkk., 2017). Studi lain menemukan

bahwa anak yang lahir dari perkawinan dini akan memiliki akses dan

retention yang lebih rendah pada pendidikan. Lebih lanjut, dampak

negatif perkawinan dini lebih besar terjadi pada anak perempuan

dibanding anak laki-laki, sehingga akan muncul ketimpangan gender

baru di generasi berikutnya (Delprato dan Akyeampong, 2017). 

 

Penundaan waktu perkawinan juga berasosiasi dengan peningkatan jasa

kesehatan preventif (Field dan Ambrus, 2008), serta berhubungan positif

dengan pemberdayaan perempuan pada berbagai dimensi kehidupan

dalam jangka panjang (Yount, Crandall dan Fai, 2018). Sebaliknya,

perempuan yang menikah di usia muda memiliki kewenangan yang

lebih rendah dalam rumah tangga dibanding perempuan yang menikah

di usia cukup (Tenkorang, 2019), cenderung mengalami kekerasan dalam

rumah tangga (Jensen dkk., 2010), serta memiliki probabilitas lebih tinggi

mengalami kemiskinan ketika berusia tua (Dahl, 2010).
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Dari sisi faktor-faktor yang mendorong perkawinan perempuan usia anak,

studi di India menemukan bahwa risiko perkawinan anak perempuan

lebih tinggi pada anak yang berpendidikan rendah, tinggal di perdesaan,

dan berasal dari Hindu dengan kasta rendah (Pandey, 2017). Sementara

itu, studi di Indonesia, menemukan adanya hubungan antara perubahan

sosial ekonomi dengan perkawinan. Pertumbuhan ekonomi

berhubungan negatif dengan perkawinan, baik pada laki-laki dan

perempuan, di kelompok ekonomi strata rendah (Nobles and

Buttenheim, 2008). Studi yang dilakukan di Nepal juga menunjukkan

faktor sosial ekonomi berperan penting dalam menjelaskan variasi waktu

perkawinan antar kelompok umur (Yabiku, 2004). Sejumlah strategi telah

diuji coba untuk mengurangi tingkat perkawinan anak. Studi yang

dilakukan di Bangladesh menemukan bahwa memberdayakan anak

perempuan dengan memberikan program keterampilan akan

berdampak signifikan pada pengurangan risiko anak menikah di dalam

komunitas (Amin, Saha and Ahmed, 2018).

 

Berbagai studi di atas membuktikan secara empiris bahwa perkawinan

perempuan di usia anak akan berdampak negatif terhadap outcome

pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, bukan hanya pada perempuan

tersebut, tapi juga pada keturunannya. Namun perkawinan usia anak

masih terus terjadi karena praktik ini dipengaruh oleh berbagai faktor

yang cukup kompleks. Akan tetapi, bukti empiris juga menunjukkan

bahwa pengurangan tingkat perkawinan anak perempuan bisa

dilakukan dengan kebijakan pemerintah.
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Studi ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Maret 2016 dan Maret 2017. Susenas merupakan salah satu survei yang

dilakukan secara rutin oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka

menyediakan data pembangunan di bidang sosial ekonomi pada tingkat

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Responden Susenas mencakup

sekitar 300.000 rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi dan 514

kabupaten/kota di Indonesia (BPS).

 

Studi ini menggunakan responden individu perempuan usia remaja,

yaitu rentang 13 – 19 tahun, dengan jumlah observasi sebanyak 69.114

individu. Selanjutnya observasi dibagi dalam dua kelompok, yakni yang

telah menikah sebelum usia 18 tahun dan belum menikah di rentang

usia tersebut. Berdasarkan kajian literatur, studi ini memasukkan

sejumlah faktor yang diduga berpengaruh terhadap perkawinan anak,

yaitu latar belakang sosial ekonomi rumah tangga, lingkungan tempat

tinggal, dan akses informasi. Dari data Susenas, peneliti membentuk

sejumlah variabel independen yang mencerminkan faktor-faktor

tersebut.

 

Teknik estimasi yang digunakan adalah regresi probit. Teknik ini

digunakan bila dependen variabel berbentuk binary. Dalam hal ini,

variabel dependennya memiliki nilai 1 dan 0 (menikah di usia anak=1,

tidak menikah di usia anak=0). Model ini mengestimasi probabilitas y = 1,

sebagai fungsi dari sejumlah variabel independen  yang dirumuskan

dalam persamaan berikut:

m e t o d e

Local Governance Celebes

6 Determinan Perkawinan Usia Anak di Indonesia



Dimana           merupakan standard normal density dengan persamaan

 

 

Untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen dalam regresi probit, maka dihitung Average Marginal Effect

(AME) dengan persamaan berikut (Woolridge, 2013):

Local Governance Celebes

7 Determinan Perkawinan Usia Anak di Indonesia

Dimana G merupakan fungsi yang memberikan batasan pada prediksi

probabilitas antara 0 sampai 1: , untuk bilangan riil . Dalam model probit,

G merupakan standard normal cumulative distribution function (cdf),

yang ditunjukkan dengan persamaan:



Berdasarkan data Susenas 2017, persentase perempuan usia remaja (13 –

19 tahun) yang menikah sebelum usia 18 tahun di seluruh provinsi di

Indonesia ditunjukkan oleh Gambar 1. Provinsi dengan proporsi

perkawinan anak perempuan tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat

(9,02%), Gorontalo (8,40%), Sulawesi Barat (7,46%), Sulawesi Tenggara

(7,45%), Kalimantan Tengah (6,94%), Sulawesi Utara (6,54%), Sulawesi

Selatan 6,53%), dan Jawa Timur (6,33%). Adapun provinsi dengan proporsi

perkawinan anak perempuan terendah adalah Kepulauan Riau (0,98%),

Riau (1,66%), DKI Jakarta (1,86%), Aceh (1,90%), Sumatera Utara (1,93%),

Yogyakarta (2,47%), Sumatera Barat (2,67%), Nusa Tenggara Timur (3,62%),

Maluku (3,78%)

 

h a s i l  d a n  a n a l i s i s

Gambar 1. Sebaran Proporsi Perempuan Usia Remaja (13-19 tahun) yang Menikah di Usia Anak
per Provinsi
 

Sumber: Susenas, 2017
 

Data pada Tabel 1 menunjukkan proporsi remaja (umur 13 – 19 tahun)

yang menikah sebelum usia 18 tahun sebesar 4%. Rata-rata log

pengeluaran perkapita seluruh observasi sebesar 13,53. Sebagian besar

kepala rumah berpendidikan setingkat SD ke bawah (51%), berjenis

kelamin laki-laki (87%), sudah menikah (85%), dan berstatus kerja (90%)
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Berbagai studi di atas membuktikan secara empiris bahwa perkawinan

perempuan di usia anak akan berdampak negatif terhadap outcome

pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, bukan hanya pada perempuan

tersebut, tapi juga pada keturunannya. Namun perkawinan usia anak

masih terus terjadi karena praktik ini dipengaruh oleh berbagai faktor

yang cukup kompleks. Akan tetapi, bukti empiris juga menunjukkan

bahwa pengurangan tingkat perkawinan anak perempuan bisa

dilakukan dengan kebijakan pemerintah.

 

Informasi pada Tabel 2 menunjukkan perbandingan karakteristik

perempuan usia 13 – 19 tahun yang menikah di usia anak dengan yang

tidak menikah di usia anak. Perempuan yang menikah di usia anak

tinggal di rumah tangga dengan pengeluaran per kapita lebih rendah.

Sementara itu,perkawinan usia anak lebih banyak terjadi pada rumah

tangga kategori 40% terbawah, kepala rumah tangga berpendidikan SD

ke bawah, kepala rumah tangga tidak mengakses internet,dan lokasi di

perdesaan, serta berada di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.

Tabel 1. Ringkasan Statistik
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Berdasarkan literatur sebelumnya, kondisi ekonomi rumah tangga

dianggap sebagai faktor penyebab utama perkawinan anak perempuan

sebelum usia 18 tahun. Hasil regresi probit dan Average Marginal Effects

pada Tabel 3, dimana hanya memasukkan variabel kategori pengeluaran

per kapita yang dibagi dalam tiga kelompok (40% terbawah, 40%

menengah, dan 20% teratas) sebagai variabel independen, menunjukkan

bahwa anak perempuan dari rumah tangga kategori pengeluaran 40%

terbawah dan 40% menengah, memiliki peluang menikah di usia anak

masing-masing 2,9% poin dan 1,7% poin lebih tinggi dibandingkan anak

perempuan dari rumah tangga kategori pengeluaran 20% teratas (Tabel

3). Hasil ini sejalan dengan temuan literatur sebelumnya  bahwa latar

belakang ekonomi berperan penting terhadap terjadinya perkawinan

perempuan usia anak (Yabiku, 2004; Nobles and Buttenheim, 2008; BPS,

2017).

Tabel 2. Perbandingan Karakteristik
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Setelah mengontrol variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap

perkawinan anak, efek dari variabel kategori pengeluaran per kapitatetap

positif signifikan, tetapi besaran koefisiennya lebih kecil dibanding model

sederhana, yakni 1,7% poin lebih tinggi pada 40% terbawah dan 1,1% poin

lebih tinggi pada 40% menengah (Tabel 4). Variabel lainnya, seperti

tingkat pendidikan kepala rumah tangga, berpengaruh negatif terhadap

probabilitas perkawinan anak perempuan. Anak perempuan yang tinggal

di rumah tangga dengan kepala rumah tangga berpendidikan SD atau

tidak pernah sekolah dan SMP/SMA masing-masing memiliki probabilitas

3,2% poin dan 1,3% poin lebih tinggi untuk menikah di usia muda

dibanding anak perempuan dari rumah tangga dengan kepala rumah

tangga berpendidikan tinggi. Hal ini mengindikasikan pentingnya

pengaruh pendidikan kepala rumah tangga terhadap keputusan untuk

menikahkan atau tidak menikahkan anak perempuan. Sementara itu,

perempuan yang tinggal di rumah tangga dengan kepala rumah tangga

mengakses internet, memiliki probabilitas 1,2% poin lebih rendah untuk

mengalami perkawinan di usia anak. Internet merupakan sumber

informasi yang penting, termasuk menyangkut dampak negatif dari

perkawinan anak. Temuan ini menguatkan pentingnya wawasan orang

tua dalam mencegah terjadinya perkawinan perempuan usia anak di

rumah tangga.  Selain itu, umur anak dan kepala rumah tangga berjenis

kelamin laki-laki berhubungan positif dengan probabilitas perkawinan

anak perempuan usia muda. Adapun umur kepala rumah tangga justru

berpengaruh negatif terhadap status perkawinan anak perempuan usia

anak.

Tabel 3. Koefisien Probit dan Average Marginal Effects pada Model Sederhana

Robust standard errors di dalam kurung
*p< 0,1, **p< 0,05, ***p< 0,01
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Tabel 4. Koefisien Probit dan Average Marginal Effect pada Model dengan Tambahan
Variabel Penjelas

Robust standard errors di dalam kurung
*p< 0.1, **p< 0.05, ***p< 0.01
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Fenomena perkawinan anak perempuan sebelum usia 18 tahun patut

menjadi perhatian serius mengingat besarnya dampak negatif yang

ditimbulkan bukan hanya pada anak perempuan yang menjalaninya, tapi

juga pada anak keturunan dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu,

perlu dilakukan upaya penanggulangan dengan terlebih dahulu

mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penentu perkawinan

perempuan di usia anak. Studi ini menemukan adanya pengaruh faktor

ekonomi rumah tangga, pendidikan dan wawasan orang tua, serta letak

geografi terhadap peluang anak perempuan menikah sebelum usia 18

tahun. 

 

Studi ini menemukan bahwa anak perempuan dari rumah tangga miskin

(40% terbawah) memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalami

perkawinan di usia anak dibanding rumah tangga non-miskin (20%

teratas). Sementara itu, semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah

tangga, maka peluang terjadinya perkawinan usia anak akan semakin

kecil. Akses internet oleh kelapa rumah tangga juga turut berpengaruh

terhadap menurunnyapeluang terjadinya perkawinan perempuan usia

anak.

 

Sebagai negara kepulauan, faktor geografi memainkan peran penting

dalam menjelaskan variasi perkawinan anak. Dibandingkan dengan

pulau Jawa, anak perempuan yang tinggal di Sumatera dan Papua,

Maluku, Nusa Tenggara memiliki peluang lebih rendah untuk menikah di

usia anak. Sebaliknya, anak perempuan yang tinggal di Sulawesi dan

Kalimantan justru lebih tinggi peluangnya menikah di usia anak

dibanding di Jawa.  Sementara itu, perempuan yang tinggal di perdesaan

cenderung lebih tinggi peluangnya untuk menikah di usia anak.

 

Studi ini menemukan pentingnya mengangkat derajat ekonomi rumah

tangga terutama pada strata ekonomi terendah, di antaranya melalui

program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga.

Melalui program tersebut diharapkan perekonomian rumah tangga bisa

meningkat sehingga dapat terhindar dari beban ekonomi.
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Pengaruh faktor geografi terhadap perkawinan usia anak juga

menunjukkan temuan menarik. Anak perempuan yang tinggal di

perdesaan memiliki probabilitas lebih tinggi 2,5% poin untuk menikah

sebelum usia 18 tahun dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan.

Temuan ini sejalan dengan studi Pandey (2017) di India. Sementara

itu,anak perempuan yang tinggal di Papua, Maluku, Nusa Tenggara dan

Sumatera memiliki probabilitas menikah di usia anak masing-masing

0.08% poin dan 1.90% poin lebih rendah dibanding anak perempuan di

Jawa. Sementara itu, perempuan yang tinggal di Sulawesi dan

Kalimantan memiliki probabilitas menikah di usia anak masing-masing

0.86% poin dan 0.84% poin lebih tinggi dibanding anak perempuan yang

tinggal di Jawa(Tabel 4).
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